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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui lebih jelas bagaimana
Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Langkat. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah pentingnya
pajak bagi Negara untuk meningkatkan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan gambaran umum tentang pengelolaan pendapatan daerah dari pajak bumi
dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Langkat. Penelitian ini adalah
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai alat
analisisnya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Langkat dan mengambil sampel data
di Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat. Mendapatkan informasi dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan
wawancara langsung dengan informan dalam penelitian ini. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Langkat berjalan secara efisien. Jumlah penerimaan PBB mengalami
peningkatan dari tahun anggaran 2010sampai dengan tahun anggaran 2014 sebesar Rp.
19.323.117.927. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan PBB pada
Pemerintah Kabupaten Langkat telah dilaksanakan secara memadai, dan menunjukkan
keadaan perekonomian dan pembangunan daerah Kabupaten Langkat mengalami
perkembangan. Terlihat akan kebutuhan fasilitas masyarakat seperti fasilitas kesehatan
yang mudah tersedia dan didapat dengan baik

Kata Kunci : Pajak Bumi Bangunan, Pendapatan
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ABSTRACT

This study aims to discuss and learn more about the Analysis of Building
Land Tax Management in Increasing Regional Original Revenue in Langkat
Regency. In connection with the problem raised by the author is an increase in
taxes for the state to improve regional finance. This research is intended to
provide a general description of the management of regional revenues from land
taxes and village and housing development in Langkat District. Thisresearchisa
descriptive study using qualitative research as an analytical tool. This research
was conducted in Langkat Regency and took data samples in the Langkat Regency
Revenue Service. Obtaining information in this study are primary data and
secondary data obtained through documentation and direct interviews with
informants in this study.The results showed that the management of Rural and
Urban Land and Building Taxes in Langkat District was efficient. The number of
UN revenues increased from the 2010 budget year to the 2014 budget year of Rp.
19,323,117,927. This shows that the UN's development commitment to the
Langkat Regency Government has carried out sufficiently, and shows the
development and financial development of the Langkat Regency to increase
development. Visible will need community facilities such as health facilities that
are eadly available and obtained well

Keywords. Building Land Tax, Revenue
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BAB |
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang penetapan
peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah, saat ini daerah diberi
kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawas,
mengendalikan dan mengevaluas kebijakan-kebijakan daerah. Kewenangan yang
lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas
prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potens
daerah masing- masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Otonomi
daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspiras
masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dengan otonomi
daerah yang dilakukan secara bertahap, pemerintah pusat telah mengalihkan
berbagai kewenangan sebagai upaya agar pemerintah dapat mengelola daerah agar
lebih berkembang. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisas fiskal selama
lebih dari sepuluh tahun terakhir masih perlu secara terus menerus dilakukan
penyempurnaan. Salah satu upaya adalah dengan desentralisasi fiskal dengan
pengelolaan dan penerimaan,dalam hal ini pajak dan retribusi.Penerimaan dari
pajak salah satu aspek penting dalam rangka meningkatkan Pendapatan Adli

Daerah (PAD)(Christi,dkk,2017).



Pembangunan negara merupakan hal terpenting dalam mewujudkan
tercapainya negara yang maju untuk menciptakan kesegjahteraan bagi rakyat
Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang sangat
besar. Dana yang diperlukan tersebut selalu meningkat seiring dengan
peningkatan kebutuhan pembangunannya. Untuk menggalang dana yang besar
pemerintah melakukan berbagai upaya dan program yang berasal dari penerimaan
paak.Pagjak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan juga
pendapatan terbesar bagi APBN Indonesa yang karena lebih dari 60%
penerimaan Negara berasal dari pajak. Salah satu bentuk pajak yang berperan
penting dan cukup potensial bagi Negara adalah Pgjak Bumi dan Bangunan
(PBB).Pemungutan dan pengalokasian PBB dilakukan oleh pemerintah pusat agar
tercipta keadilan dan keseragaman dalam pajak. Ini dikarenakan pemerintah pusat
bertindak sebagai pengatur pemerintah daerah agar pemerintah daerah tidak
memutuskan PBB atas kemauannya sendiri. Dengan dikeluarkannya Undang-
undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak,
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008
tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah. Dalam mendukung kebijakan otonomi daerah, salah satu nyata tindakan

yang dilakukan pemerintah adaah dengan melakukan pengalihan pengelolaan



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tertera
dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD). Dalam Undang - Undang No. 28 tahun 2009 dijelaskan
mengenai pengalihan kewenangan pengolahan pajak bumi dan bangunan yang
pengelolaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang sesuai
Undang - undang PDRD tersebuit.

PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah jenis pajak daerah yang baru
ditetapkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 20009.
Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 , namun
untuk PBB sektor P2 sepanjang dimasing-masing daerah belum dikeluarkan
peraturan daerah yang mengatur tentang pengenaan PBB-P2, maka pemungutan
PBB tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun
2013. Mulai 1 Januari 2014 barulah pemungutan PBB-P2 telah sepenuhnya
menjadi wewenang Pemerintah Daerah karena menurut UU tersebut dinyatakan
dalam pasal 182 ayat 1 bahwa perlimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2
kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya oleh Pemerintah
Kabupaten dan Kota pada 1 januari 2014. Sebelum berlakunya Undang - undang
No. 28 tahun 2009, PBB adalah pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh
pemerintah pusat dan hasil pungutannya diberikan/dibagihasilkan dengan
pemerintah daerah ( Departemen Keuangan, 2009 ). Dengan dikeluarkannya
peraturan tersebut, maka kebijakan ini merupakan salah satu upaya dalam
pengembangan otonomi daerah yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas
keuangan pemerintahan daerah dan penguatan demokrasi lokal. Dengan

meningkatkan local taxing power diharapkan strategi tersebut dapat mewujudkan



agar kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan sosialisas dan bantuan teknis
untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah serta kerja sama
administras pagjak daerah pemerintah provins dan pemerintah kabupaten dan
kota. Berlakunya undang-undang tersebut menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 dari pajak pusat
menjadi pajak daerah bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka
perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan
pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.
Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di
Sumatera Utara. Dengan adanya Undang — undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), maka Kabupaten Langkat sebagai
pemerintah daerah harus dapat mengelola PBB-P2 secara mandiri. Untuk
mendukung kebijakan mengenai PDRD tersebut, maka Pemerintah Kabupaten
Langkat mengelurakan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2012 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 tahun 2012 pasal 35, maka dapat
diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mulai melakukan
kebijakan tersebut sgak 1 Januari 2014. Kabupaten Langkat merupakan salah satu
dari beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia yang telah melakukan pengalihan
PBB P1 pada tahun 2014. Setelah melakukan pengalihan PBB P2, Kabupaten
Langkat melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) melakukan semua
kegiatan perpagjakan terkait tentang PBB P2. “Kepala Dinas Pelayanan Pajak

Kabupaten Langkat Iwan Setiawan dimengatakan realisas Pendapatan Adi



Daerah (PAD) Kabupaten Langkat tahun 2014 mencapai 78% atau sekitar Rp 25,4
triliun dari targetnya sebesar Rp 32,5 triliun. Target PAD Kabupaten Langkat
tahun 2014 tidak tercapai, karena ada empat pajak besar yang ternyata realisasinya
masih jauh dari harapan. Keempat pajak tersebut diantaranya Pajak Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak atas Pengalihan Hak (PPHTB)
dan Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, realisas penerimaan tahun ini dibandingkan tahun lalu hanya 89% ini
disebabkan transaks jual beli kendaraan bermotor tahun lalu menurun, sedangkan
untuk pajak reklame dari target sebesar Rp 2,4 triliun baru mencapai 33%, karena
adanya kenaikan dasar pgjak reklame hingga lima kali lipat, sehingga akibatnya
para pemilik produk menunda pemasangan reklamenya. Lalu PPHTB dari
targetnya Rp 5 triliun baru mencapai 63% karena transaks jual beli tanah dan
bangunan menurun juga dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk PBB P2
diprediks hanya tercapai sebesar 83% dimana terdapat kebocoran sebesar Rp 1
triliun dari target Rp 6,5triliun.

”Berdasarkan fenomena diatas, pada tahun 2014 beberapa komponen
pengelolaan yang berasal dari pgjak salah satunya Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan belum dapat mencapai target. Hal ini mempengaruhi
realisas Pendapatan Adi Daerah Kabupaten Langkat yang hanya tercapai sebesar
75% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pendliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam

Meningkatkan Pendapatan Adi Daerah di Kabupaten Langkat”



B.

I dentifikasi M asalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat

teridentifikas beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1.

Pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan telah dilimpahkan dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupatendan Kota.

Adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB sector perdesaan dan
perkotaan.

Masih banyak terjadi permasalahan dan kendala dalam ha pengelolaan
pajak di Kabupaten Langkat.

Banyaknya penambahan objek pgak dana dana objek pajak yang belum
terdaftar dalam Sistem Informasi Mengemen Objek Pgjak di Kabupaten
Langkat.

Batasan Masalah

Batasan penelitian digunakan agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti.

Fokus penelitian pada dasarnya tidak dilakukan hanya untuk mengungkapkan

sesuatu yang dilihat dari luarnya saja tetapi juga menyentuh persoalan pada

bagian — bagian tertentu yang tersembunyi dalam suatu teks atau subjek

penelitian. Penelitian ini akan dibatas pada Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Adli Daerah di Kabupaten

langkat.



D. Rumusan Masalah
Berdasarkan ‘latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan
masalah yang ada, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan PBB (Pajak Bumi Bangunan ) dalam
meningkatkan PAD (Pendapatan Adli Daerah ) di Pemerintahan Kabupaten
Langkat ?

2. Apa yang menjadi kendala - kendala dalam pengelolaan PBB ( Pajak
Bumi Bangunan ) dalam Meningkatkan PAD ( Pendapataan Adli Daerah )
di Pemerintah Kabupaten Langkat.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikas masalah dan
batasan masalah yang ada, maka perumusan masalah yang akan dibahas
dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan PBB dalam
meningkatkan PAD (Pendapatan Adi Daerah ) di Pemerintahan
Kabupaten Langkat.

b. Untuk mengetahui kendala — kendala dalam Pengelolaan PBB (
Pajak Bumi Bangunan ) dalam meningkatan PAD (Pendapatan Adli
Daerah ) di Pemerintahan Kabupaten Langkat.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan akan memberikan

manfaat diantaranya:



a.  Aspek Teoretis
Dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan
masukan mengenai pengelolaan PBB dalam meningkatkan PAD
(Pendapatan Adi Daerah) di Pemerintah Kabupaten Langkat. Serta
bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan
memperdalam pengetahuan penulis mengenai hal yang diteliti.
b. Aspek Praktis
Dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang berguna
dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi
Pemerintah Kabupaten Langkat. Penelitian ini digunakan sebagai
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada Fakultas
Sosia Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, serta
untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai
hal yang diteliti.
F. Keadlian Penelitian
Penelitian ini merupakan replikas dari penelitian Dewi (2018) dengan
variabel operasional PAD (Pendapatan Adli Daerah), Pgak dan PBB (Pgjak
Bumi dan Bangunan) yang berjudul : “Analisis Pengelolaan Pagjak Bumi dan
Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Adi Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya adalah :
1. Lokas penelitian : dalam penelitian terdahulu, lokas penelitian

dilaksanakan pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan



penelitian ini, lokas penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten
Langkat.

2. Data penelitian : dalam penelitian terdahulu data PBB yang digunakan
adalah data relisas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan dari tahun 2012-2016

3. Waktu penelitian : penelitian sebelumnya dilakukan tahun 2016 sedangkan

penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018.



BAB 11
LANDASAN TEORI
A. Landasan Teoritis
1. Otonomi Daer ah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspiras masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspiras
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa
pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan
pada asas desentralisas dalam wujud otonomi yang luas , nyata dan
bertanggung jawab.Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat
meningkatkan efesiens, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di
Indonesia. Dengan otonomi daerah dituntut untuk mencaari aternatif
sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih
adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan
menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspiras masyarakat.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasan daerah untuk

menyel engarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang
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kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi
mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan
evaluasi.Otonomi nyata yaitu kelelusaan daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan
diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Sedangkan
yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa
perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus
dipikul oleh daerah dalam mencapa tujuan pemberian otonomi, berupa
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta
pemeliharaan hubungan yang seras antara pusat dan daerah serta antar
daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (UU No. 32 tahun 2004).Pemberian otonomi daerah diharapkan
dapat memberikan kelel uasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah
melaui usaha-usaha yang sejauh mungkin  mampu meningkatkan
partisipas aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga mis
utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

a. Menciptakan efisiens dan efektifitas pengelolaan sumber daya

daerah.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesgjahteraan
masyarakat.
c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk

ikut serta (berpastisipas) dalam proses pembangunan
(Mardiasmo, 2011)
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2. Desentralisas Fiskal

Desentralisas fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang Undang
nomor 23 tahun 2014 ada berkaitan dengan desentralisas fiskal,
desentralisas berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab
fiskal dari pemerintah pusat kepada kepada pemerintah
daerah.Terdapat tiga varias desentralisas fiskal dalam kaitannya
dengan deragjat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh daerah. Pertama, desentralisas berarti pelepasaan tanggung
jawab yang berada dalam ruang lingkup pemerintah pusat ke intans
vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah yang dinamakan
dekonsentrasi. Kedua, delegas berhubungan dengan suatu situasi,
yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk
melaksanakan fungsi-fungs tertentu atas nama pemerintah yang
dinamakan delegasi. Ketiga, devolus (pelimpahan) berhubungan
dengan suatu Situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga
kewenangan yang memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di
daerah.

3. Pendapatan Adli Daerah
Sumber keuangan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua

yaitu sumber pendapatan asi daerah dan sumber non pendapatan
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adi daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber
dari hasil pajak daerah, hasil retribus daerah, hasil pengelolaan
kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain adi daerah yang
sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah
dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah
sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Adli Daerah (PAD) merupakan semua
penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah, atau
biasa juga dikatakan sebagai pendapatan yang diperoleh dari
sumber-sumber pendapataan daerah yang dikelola sendiri oleh
pemerintah daerah. Erlina dan Rasdianto (2013:93) mengel ompokan
Pendapatan Adli Daerah (PAD) menurut jenis pendapatan yang
terdiri atas pajak daerah, retribus daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan adli
daerah yang sah.

Adapun sumber dari pendapatan adli daerah adalah sebagai
berikut :

a. Hasil Pajak Daerah
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribus
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifaa memaksa berdasarkan Undang-Undang
yang tidak mendapakan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009).
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b. Hasll Retribus Daerah
Retribus daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009)

c. Hasl Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan
kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreas, villa,
pesanggrahan dan lain-lain  keuntungannya merupakan
penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis,
2007:184). Menurut Yani (2009) hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan
penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Adi Daerah
Adapun lain-lain pendapatan asli daerah meliputi:
1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2) Jasagiro
3) Pendapatan bunga
4) Keuntungan selisih antara nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing
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5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
daerah.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal di
indonesia,pelaksanaan desentralisas  fiskal sebagal salah satu
instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsp dan tujuan
antara lain.Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan
sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah
pajak daerah dan retribus daerah. Idealnya keseimbangan keuangan
antara pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan
independen dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan
tugas dan wewenang masing-masing. PAD menjadi sumber utama
tau dominan dari pendapatan, sementara subsidi atau transfer
pemerintahan pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau
tambahan yang perannya tidak dominan. Sumber pembiayaan
Pemerintahan Daerah yaitu PAD perannya tergantung pada
kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi daerah.

Menurut Syaharuddin  (2009) faktor —faktor yang
mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD yang yaitu:

a. Banyaknya sumber pendapatan di kabupaten kota yang besar,
tetapi digali oleh instalas yang lebih tinggi, misalnya pajak
kendaraan bermotor (PKB);

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberkan

keuntungan kepada Pemerintah Daerah;
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c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,
retribusi, dan pungutan lainnya;

d. Adanya kebocoran-kebocoran ;

e. Biayapungut yang mash tinggi;

f. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan
disempurnakan;

0. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang mash
rendah.

4. Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat
balasan jasa secara langsung. Menurut pasal 1 UU No. 28 tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
pengertian pajak yaitu: “kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan
secara langung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011)
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.Menurut S.I Djajadiningrat

dadam Siti Resmi (2011:1) Pajak sebagai suatu kewajiban
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menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan
suatu  keadaan,keadian,dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat di di
paksakan,tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara
langsung, untuk memelihara kesegjahteraan secara umum. Dari
beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak
merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa
secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan
berdasarkan undang-undang dan pelaksanaannya digunakan untuk
kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Undang-undang
Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10 adalah kontribus wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah kontribus wajib daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009 pasa 1).
Pajak daerah terbagi dua jenis yaitu jenis pajak provinsi dan jenis

pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan
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kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis
pajak daerah pada wilayah administras provinsg atau
kabupaten/kota yang bersangkutan.Pungutan pajak mengurangi
penghasilan/kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan
penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada
masyarakat, melaui  pengeluaran-pengeluaran  rutin  dan
pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh
masyarakat yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Pgjak
memiliki tujuan yaitu untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya
dalam kas negara, dengan maksud membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara, dapat dikatakan bahwa pajak mempunyal
fungs budgetair (penerimaan) dan regulerend (mengatur).
Menurut Waluyo (2013), fungs pajak terbagi menjadi 2
(dua) yaitu:
a. Fungs Penerimaan (Budgetair)
Pajak berfungs sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagal
contoh dimasukannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.
b. Fungs Mengatur (Reguler)
Paak berfungs sebagai alat untuk mengatur atau
mel aksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai
contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras

untuk mengurangi konsums minuman keras. Begitu pun pajak
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yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

Terdapat berbagal jenis pgak menurut resmi (2011:7) yang
antaralain:
a.  Menurut Golongan Pgjak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pagjak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung
sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau
dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban
wajib pajak yang bersangkutan.

2) Pagjak tidak langsung: pagjak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak
ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan,
peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya
pajak, misalnyaterjadi penyerahaan barang atau jasa.

b. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:

1) Pgjak subjektif: pajak yang pengenaanya memerhatikan
keadaan pribadi wajip pajak atau pengenaan pajak yang
memerhatikan keadaan subjeknya.

2) Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan
objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau
peristiva yang mengakibatkan timbulnya kewajiban
membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi
subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungutan Pajak dikelompokan menjadi:
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1) Pajak Negara (pgjak pusat): pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga negara pada umumnya.

2) Paak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah baik tingkat | (pajak provins) maupun daerah
tingkat 11 (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga
sitem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011), ketiga sistem
pemungutan pajak tersebut yaitu:

a. Official Assessment system: merupakan sistem pemungutan
pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada fiskus (pemerintah).

2) Wagjib pajak bersifat pasif

3) Utang pagjak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan

pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment system: merupakan pemungutan pajak yang
memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada
wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Cirinya:
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1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
padawajib pajak sendiri.

2) Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding system: merupakan sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk
memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang ada
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

5. Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Diana dan Setiawati (2010;749 ) memaparkan
bahwa *’Pajak Bumi dan Bangunan adalah luran yang di kenakan
terhadap  pemilik,pemegang  kekuasaan,penyewa dan yang
memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan’’. karena itu wajar
apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau
kenikmatan yang diperol ehnya kepada negara melalui pajak.

Ada beberapa macam pengertian atau definis mengenai
pajak bumi dan bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli
tetapi pada intinya berbagai defenisi tersebut mempunyai inti dan
maksud yang sama. Diantara para ahli mendefinisikan pajak bumi
dan bangunan seperti berikut:

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas
bumi dan bangunan. Subjek pajak ddam PBB adalah orang atau

badan yang secara nyata mempunyal suatu hal atas bumi dan/atau
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memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki penguasaan atau
memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pagak orang pribadi
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan
memperoleh manfaat atas bangunan,wajib pajak bumi dan
bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas
bumi  memiliki,menguasai,memperoleh manfaat atas bangunan
(Mardiasmo 2011: 334).

Pagjak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat
kebendaan dan besarnya pagjak terutang ditentukaan oleh keadaan
objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Kedaaan subjek (siapa yang
membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Suandy, 2011). Jadi
dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat dismpulkan bahwa
pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan
bangunan serta besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu
bumi/tanah/bangunan tersebut.

Dasar hukum Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No 12 tahun 1994. Ketentuan umum Pajak
Bumi dan Bangunan menurut UU Nol2 tahun 1985 dalam pasal |
yaitu bahwa bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang
ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan
(termasuk rawarrawa, tambak dan perairan) serta laut wilayah

Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah kontruks teknik
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yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau
perairan.Y ang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan.
b. Jalan tol;

c. Kolam renang;

d. Pagar mewah;

e. Tempat olah raga;

f. Galangan kapal, dermaga;

g. Taman mewah;

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
i. Fadlitaslain yang memberikan manfaat.

Maulydia (2016:23) memaparkan bahwa objek pajak PBB
adalah bumi dan atau bangunan dimana bumi dapat diartikan
sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya,
sedangkan bangunan adalah kontruks teknik yang ditanam atau
diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Objek Pajak Bumi
dan Bangunan adalah:

1) Objek PBB adalah bumi dan bangunan.

2) Untuk memudahkan pelaksanaan, administras PBB
mengelompokan objek pajak berdasarkan karakteristik
dalam beberapa yaitu pedesaan, perkebunan, perkotaan
dan pertambangan.

3) Ada objek pajak tertentu yang dikenakan atau tidak

dikenakan PBB.
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Berdasarkan pasal 3 (UU No 12 tahun 1994) pengecualian
objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang:

(@) Digunakan  semata-mata  untuk  melayani
kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk
mencari keuntungan.

(b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala
dan atau yang sejenis dengan itu.

(c) Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan
yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang
belum dibebani suatu hak;

(d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat
berdasarkan atas perlakuan timbal balik.

Dalam melaksanakan perencanaan dan pemungutan pajak
bumi dan bangunan, maka hal ini akan berkaitan dengan target
pajak dan realisasi pajak. Target adalah sesuatu yang harus di
capai. Dalam pajak, target berarti adalah nila atau angka yang
diinginkan dan harus dicapai dalam penerimaan pajak. Sedangkan
realisas adalah kenyataan yang dicapai dalam angka penerimaan
pajak.

Penerimaan pagjak bumi dan bangunan adalah seluruh angka
yang didapatkan dari penagih pajak bumi dan bangunan.
Penerimaan merupakan redisas dari target pajak bumi dan

bangunan. Dari beberapa data menunjukan bahwa sering
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dijumpainya angka penerimaan pajak yang lebih rendah dari pada
targetnya (Maulydia, 2016)Penerimaan pagjak yang berbeda tiap
tahunnya dijadikan salah satu acuan membuat target berikutnya.
Penerimaan pajak bumi dan bangunan yang besar dapat
mempengaruhi pendapatan adli daerah yang besar pula. Pajak bumi
dan bangunan merupakan salah satu yang menjadi primadona dari
pajak daerah lainnya. Hal ini dikarenakan PBB mempunyai objek
tetap, tidak berpindah-pindah dan salah satu pajak yang memiliki
angka penerimaan paling besar dari paak daerah
lainnya.Penerimaan merupakan target utama yang menjadi fokus
dalam pajak. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk selau
meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan agar tercapai
target yang diinginkan. Berbagai cara dilakukan, salah satunya
adalah dengan mengalihkan pajak bumi dan bangunan yang
sebelumnya diterima daerah hanya 90% menjadi pajak daerah yang
penerimaanya 100% kepada daerah.
4) Tarif dan cara perhitungan pajak bumi bangunan
a) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Sesuai dengan pasal 5 UU No.12 Tahun 1985 jo.UU

No0.12 Tahun 1994). Tarif pajak yang di kenakan atas

objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh

persen).

b) Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
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0,5 % x NJKP (Nilai Jual Kena Pgak),Sedangkan
NJKP diperoleh 20% dari NJOP.

(NJKP ditetapkan serendah — rendahnya 20% dan
setinggi — tingginya 100%.)

Misalnya : Sebagai contohnya diketahui NJOP suatu
objek pajak Rp 2.000.000.Maka berapakah PBB nya?
Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu
NJKP nya:

NJIKP : 20% x Rp 2.000.000 = Rp 400.000

Kemudian baru kita hitung PBB nya:

PBB : 0,5%X Rp 400.000 = Rp 2.000

B. Penelitian Terdahulu
Dibawah ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitan

ini dapat dilihat dari table berikut
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Tabel 2.9
Review Penelitian Terdahulu
No | Nama/ Judul Variabel Model Hasil Analisis
Tahun X Y Analisis

1 | Surya Anadlisis Pengelolaan | Meningkatkan | Deskriptif | Dinas pendapatan daerah
Arisman Pengelolaan Pajak Pajak Bumi | Pendapatan kualitatif. | kabupaten Takalar telah
(2016) Bumi dan Bangunan Adli Daerah mengel ola pajak bumi dan

Bangunan Dalam Kabupaten bangunan pedesaan dan

Meningkatkan Takalar perkotaan untuk meningkatkan

Pendapatan Asli pendapatan asli daerah

Daerah Di berdasarkan 3 fungsi manajemen

Kabupaten Takalar yaitu perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan yang
berdasarkan tugas pokok dan
fungsi dinas tersebut. Namun hal
tersebut belum dikatakan
maksimal dalam pengel olaanya
melihat adanya beberapa
kendala-kendala dalam
pengelolaan pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan
perkotaan diantaranya masih
banyak wajib pajak yang belum
sadar betul akan pentingnya
membayar pajak untuk
pembangunan daerah.

2 Putri Analisis Pengelolaan | Pendapatan Deskriptif | Hasil penelitian menunjukan
Dyah Pengelolaan Pajak Pajak Asli Daerah kualitatif. | bahwa sistem pemungutan pajak
Ayu ( Dagerah Dan Daerah dan daerah yang dilakukan
2016) Retribusi Daerah Retribusi Pemerintah Kabupaten Langkat

Terhadap daerah belum menunjukan hasil yang
Pendapatan Adli memuaskan. Banyak wajib pajak
Daerah Kabupaten yang susah membayar pajak.
Langkat Stabat Dapat juga dilihat dari kontibusi
pajak daerah menunjukan bahwa
Kabupaten Langkat belum dapat

menjalankan otonomi daerah
secara konsekuen karena masih
tergantung dari penerimaan lain
diluar penerimaan dari
Pendapatan Asli Daerah. Dari
system penerimaan pajak daerah
pada Pemerintahan Kabupaten
Langkat menggunakan
withholdingsystem untuk setiap
jenis-jenis pajak daerah dimana
dengan menggunakan system ini
memudahkan pemerintah daerah
untuk melakukan penerimaan
pajak daerah.
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No | Nama/ Judul Variabd Model Hasil Analisis
Tahun X Y Analisis
3 | Didi Anadlisis pengelolaan | Pajak Bumi | Deskriptif | Pengelolaan Pendapatan Adli
Gusriad Pengelolaan Pendapatan Bangunan kualitatif | Daerah dari Pajak Bumi dan
(2017) Pendapatan Adli Asdli Daerah Perdesaan Bangunan Perdesaan dan
Daerah (PAD) Dari Dan Perkotaan di Kabupaten
Pajak Bumi Dan Perkotaan Kuantan Singgingi tahun 2014 -
Bangunan 2015 belum optimal karena
Perdesaan Dan banyak permasalahan yang
Perkotaan (PBB-P2) terjadi karena seperti kurangnya
Di Kabupaten sosialisasi dari pemerintah,
Kuantan Singingi sehingga minat membayar pajak
Tahun 2014-2015 dari masyarakat sangat rendah,
masih banyak wajib pajak yang
belum sadar betul akan
petingnya membayar pajak
untuk pembangunan daerah,
kurangnyatim pengelola PBB-
P2 sehingga pengelolanya
kurang baik, tidak ada anggaran
pemerintah dalam hal
sosialisasi, pemberian
penghargaan, dalam membina
PBB-P2 di Kabupaten Kuatan
Singingi. Sehingga
pengelolaanya PBB-P2 di
Kabupaten Kuantan Singingi
belum dapat berjalan dengan
ef ektif.
4 | Dewi Analisis Pengelolaan | Pendapatan | Deskriptif | Kontribusi Pajak Bumi dan
(2018) Pengel olaan Pajak Pajak Bumi | Adli Dagrah | kualitatif | Bangunan Pedesaan dan
Bumi dan Bangunan | dan Perkotaan terhadap Pendapatan
dalam Bangunan Asli Daerah menurun karena
Meningkatkan factor ekternal dan factor
Pendapatan Adli internal dalam pemungutan
Daerah pada Pajak tersebut. Dari hasil
Pemerintah penditian ini, dapat
Kabupaten Ddli dikemukakan saran bahwa
Serdang Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang harus
lebih mengoptimalkan
penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan agar mampu
meningkatkan Kontribusi
terhadap Pendapatan Adli
Daerah Kabupaten Deli Serdang

C. Kerangka Ber pikir

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah
adalah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan ekonomi daerah.

Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28
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tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pajak Bumi
dan Bangunan untuk Kabupaten Langkat dialihkan dari pajak pusat menjadi
pajak daerah sgjak tahun 2014, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2012 tentang Pgjak Bumi dan Bangunan
Sektor Perdesaan dan Perkotaan maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Langkat menerima pengalihan pengelolaan Pgjak Bumi dan Bangunan
menjadi pajak daerah pada sektor perdesaan dan perkotaan. Dengan
pengalihan pengelolaan sepenuhnya akan masuk ke dalam kas Pemerintah
Daerah Kabupaten Langkat sehingga diharapkan mampu meningkatkan
jumlah Pendapatan Adli Daerah.

Pendapatan Adi Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribus daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain adli daerah yang sah
yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan
asas desentralisasi. Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber
yang mempengaruhinya mengalami peningkatan pula, agar sumber tersebut
meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah harus optimal.
Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah.
Sehingga dengan kata lain apabila pemungutan pajak daerah dapat
dilaksanakan secara optimal maka PAD pun akan dapat meningkat.

Berdasarkan uraian diatas,penulis menggambarkan kerangka berpikir
yang akan diteliti. Berikut ini adalah kerangka berpikir yang akan digunakan

peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian sebagal berikut :



PBB Sektor
Pedesaan dan Perkotaan
Pemda Kab. Langkat No

4 Tahun 2012

Perda Kab.Langkat

UU No. 28 Tahun 2009

No. 4 Tahun 2012

Analisis
Pengelolaan
PBB

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
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i

PBB Sektor Perdesaan
dan Perkotaan
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Jenis
penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.
Menurut Taylor (dalam Moleong, 2004:3) bahwa penelitian kualitatif adalah
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.

Pada penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang
menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap
peristiva tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan
Pengelolaan Pgjak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatan Pendapatan Adli
Daerah di Kabupaten Langkat.

B. Lokas dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Langkat Sumatera
Utara. Alasan dipilihnya Kabupaten Langkat ini adalah karena Kabupaten
Langkat telah mengeluarkan Perda No. 4 tahun 2012 dan telah mel aksanakan
pemungutan PBB-P2 sgak tahun 2014. Penelitian ini dilakukan pada
September 2018 sampai dengan Juli 2019. Berikut tabel waktu penelitian

adalah:
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Tabel 3.1

Jadwal Pendlitian
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Tahun 2018 — 2019

Jun

Jul

No Kegiatan
Nov Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei
1 Pengajuan
Judul
> Penyusunan
Proposal
Perbaikan
3 | proposa /acc
Proposal
4 Seminar
Proposal
5 Pengumpulan
Data
6 Menyusun
Skripsi
7 Bimbingan
SKripsi
8 | Acc Skripsi
Sidang Meja
9 .
hijau

Sumber: Penulis 2018

C.Populasi & Sampel Penelitian

Populas adalah kesdluruhan subyek penelitian. Subjek pendlitian atau

informasi-informas  utama serta keterangan tentang permasalahan yang

dibutuhkan dalam penelitian (Prastowo, 2016:195). Subjek penelitian ini biasa

disebut sebagai penentuan kesmpulan. Pupulasi yang digunakan penulis dalam

mel aksanakan penelitian yakni seluruh karyawan/karyawati Badan Pusat Statistik

(BPS Langkat)

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang

sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya. Adapun

sampel dalam penelitian adalah :
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Karyawan/karyawati Badan Pusat Statistik (BPS Langkat) yang berjumlah 34

orang.

D.Jenis dan Sumber Data

1.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi dua yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya
dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil
pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai
katagorisasi atau klasifikas menurut keperluan mereka (Hamidi, 2006 :12).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder.
Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam
penelitiaan ini adalah:

a. DataPrimer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokas penelitian
yaitu di Kabupaten Langkat. Sumber data primer ini adalah hasil dari
waeancara dan observas terhadap pihak-pihak yang mengetahui
Pengelolaan Pgjak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan
Adli Daerah di Kabupaten Langkat yang akan dibahas dilokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Bahan penelitian sekunder ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh
dari dokumentasi dan arsip-arsip mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan di Kabupaten Langkat dari tahun 2016 s/d 2018, yakni
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1. Laporan Kemajuan Instans Pemerintah Kabupaten Langkat Sumber
data dalam penelitian ini berasal dari Dinas berupalaporan
E.Definis Operasional

Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel
Variabel Penelitian | Definisi Operasional Indikator Skala
Penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri yang dipungut Kontribusi
PAAE) SI(iPSnagragha)tan berdasarkan peraturan daerah Pendapatan Asli Rasio
sesuai dengan peraturan Daerah
perundang-undangan yang berlaku
menurut Y ani (2009)
Pajak Bumi dan Bangunan
merupakan pagjak pusat yang hasil .
PBB (Pgjak Bumi dan | penerimaannya  dibagi  antar ReaBJLSn? dF;ﬂak Resio
Bangunan) pemerintah Daerah.(Widodo,Atim bangunan
dan Andreas Hendro Puspita 2010
. 64)

F.Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian,
penulis menggunakan dua data metode pengumpul an data sebagai berikut:
1. Observas (Pengamatan)

Menurut Riyanto (dalam Tanzeh, 2011;84), observas merupakan
metode pengumpulan data yang mengunakan pengamatan terhadap
obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak
langsung. Pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi
motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan. Disini

peneliti diminta untuk merasakan apa yang dirasakan, jadi timbul empati,
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pengamatan juga memungkinkan adanya pembentukan pengetahuan yang
diketahui bersama baik dari peneliti maupun subjek pendliti.

Observas yang dilakukan dalam penelitin ini adalah mengumpulkan
data dengan melakukan pengamatan terhadap Pengelolaan Pgjak Bumi
dan Bangunan Dalam Meningkatan Pendapatan Adli Daerah Kabupaten
Langkat yang dapat dilaksanakan peneliti secara langsung maupun tidak
langsung.

Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview
pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara yang
dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan tanya jawab dengan
pihak terkait, baik wawancara terstruktur maupun wawancara tidak
terstruktur. Dalam hal ini terkait dengan Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Adli Daerah di Kabupaten
Langkat.
Dokumentasi
Dokumentas yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau
mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini  dilakukan
dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-
catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai
pengumpulan data adalah setiap penyataan tertulis yang disusun oleh
seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau

menyajikan akunting (Tanzeh, 2011:92-93).
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Dokumentas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan
cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang ada di
Kabupaten Langkat terkait Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan dalam
Meningkatkan Pendapatan Adli Daerah di Kabupaten Langkat. Peneliti
juga mendokumentasi kegiatan yang terjadi di dalam Pengelolaan Pajak
Bumi Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Adi Daerah di
Kabupaten Langkat berupa tulisan, gambar, untuk mendapatkan
informasi atau sebuah gambaran yang berguna dalam penelitian.
G.Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (2012:333), analisis data adalah proses mencari
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan
lapangan dan dokumentas dengan cara mengorganisasikan data kedalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke
dalam pola, memilih yang penting dipelgari dan membuat kesimpulan
sehinggga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data
secara sistematis dilakukan dengan tiga langkah secara bersamaan yaitu:
a. Reduks Data
Reduksi data adalah bagian dari proses pemilihan, pemutusan,
perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan dari transformasi data
besar dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduks data berlangsung
secara kontinue selama berlangsung kegiatan yang berorintasi kualitatif.
Reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulakan hasil catatan

observas, hasil wawancara, ditambah dengan hasil pencatatan
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dokumentasi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang
jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.
. Penygjian Data

Merupakan sekumpulan informas sistematis yang kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian
tersebut dapat berbentuk matrik, grafik, jaringan, dan bagan (Saebani,
2008:89). Dalam penelitian kualitatif, penyajian dta biasa dilakukan dalam
buntuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan segenisnya.
Dalam hal ini Miles dan Huberman (Yani, 2015:50) menyatakan yang
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teks yang bersifat narasi.
Penarikan Kesimpulan dengan Verifikasinya

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan

bahkan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasll Pendlitian
1. Deskripsi Objek Penelitian
a. Sgjarah Singkat Dinas Pendapatan Daer ah Kabupaten L angkat

Kantor Dispenda daerah Kabupaten Langkat, provins Sumatera Utara
Dispenda Kabupaten Langkat bertanggung jawab untuk urusan pendapatan daerah
berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Selain itu Dinas Pendapatan Daerah
atau juga dikena dengan singkatan Dispenda memiliki tugas dan fungsi lainnya.
Dispenda memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan
pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai kordinator instans lain dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluas pemungutan pendapatan
daerah. Untuk fungs Dispenda adalah merumuskan kebijakan bidang pendapatan
daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribus dan
penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak,
pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan
daerah, hingga evaluasi pendapatan daerahnya. Beberapa sumber pendapatan
daerah yang menjadi tanggung jawab Dispenda ialah pengawasan penerimaan
pajak baik pgjak rumah bangunan, tanah, kendaran motor dan mobil, PBB
perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak parkir
mobil dan motor di wilayahnya. Terkait dengan hal ini, Dispenda memiliki
wewenang untuk menerbitkan izin-izin tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya
seperti surat izin pembangunan dan pengadaan billboard, izin pengadaan lahan

parkir, izin reklame dan lainnya.

38
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Pada prinsipnya peraturan daerah ditetapkan bertujuan untuk memberikan
arah dan pedoman yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menata
organisas yang efesien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuahan dan
kemampuan Daerah Kabupaten Langkat sebagal upaya untuk meningkatkan
koordinasi, integritasi, sinkronisasi, dan komunikas kelembagaan antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dengan Pemerintah Kabupaten Kota lain
dan Pemerintah Pusat. Organisas perangkat daerah dibentuk dengan
mempertimbangkan berbagai faktor kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas
wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah,
sekaligus sarana dan prasarana penunjang tugas. Dan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Dan pembentukan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Langkat No. 23 Tahun 2007.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri N0.061/7200/SJ tanggal
21 Maret 2000, perihal Penataan Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan
Penataan Kelembagaan, Perangkat Daerah berdasarkan analisa kebutuhan
organisas. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang perlu
pengintegrasian antara Dinas Pendapatan Daerah Tk. Il Kabupaten Langkat
dengan Dinas Pasar Daerah Tk. |l Kabupaten Langkat menjadi Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Langkat. Untuk membentuk organisasi dan Tata Cara Kerja

Dinas Pendapatan Daerah maka ditetapkan dengan peraturan Daerah yakni No. 30
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Tahun 2000. Berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) tersebut maka terbentuklah
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016
tentang struktur organisas perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten
Langkat No.6 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang struktur organisas
perangkat daerah, nama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat diubah
menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat.

b. Gambaran Umum L okas Penelitian

Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera
Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23
Kecamatan dengan luas 6.272 km? dan berpenduduk 902.986 jiwa (2000). Nama
Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat
yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20km dari Stabat,
mantan wakil presiden Adam Malik pernah menuntut ilmu di sini. Pada masa
Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan
kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan
berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. Residen mempunyai
wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing sgja
sedangkan bagi orang-orang adi(pribumi/bumiputera) berada di tangan
Pemerintahan Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat
oleh:

1. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892
2. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927

3. Sultan Mahmud 1927-1945/46
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Kabupaten Langkat yang dikenal sekarang ini mempunyai sejarah yanag
cukup panjang. Kabupaten Langkat sebelumnya adalah sebuah kergjaan dimana
wilayahnya terbentang antara aliran Sungai Seruwai atau Daerah Tamiang sampal
ke daerah aliran Sungai Wampu. Terdapat sebuah sungai lainnya diantara kedua
sungai ini yaitu Sungal Batang Serangan yang merupakan jalur pusat kegiatan
nelayan dan perdagangan penduduk setempat dengan luar negeri terutama ke
Penang/Malaysia. Sungai Batang Serangan ketika bertemu dengan Sungai
Wampu, namanya kemudian menjadi sungai langkat. Kedua sungai ini tersebut
masing-masing bermuara di Kuala Langkat dan Tapak Kuda.

Adapun kata”Langkat” yang kemudian menjadi nama daerah ini berasal
dari nama jenis pohon yang dikenal oleh penduduk melayu setempat dengan
sebutan “pohon langkat”. Dahulu kala pohon langkat banyak tumbuh disekitar
Sungai Langkat tersebut. Jenis pohon ini sekarang sudah langka dan hanya
dijumpa di hutan-hutan pedalamaan daerah Langkat. Pohon ini menyerupai
pohon langsat, tetapi rasa buahnya pahit dan kelat. Oleh karena pusat kerajaan
Langkat berada disekitar Sungai Langkat, maka kergjaan ini akhirnya popular
dengan Kergjaan Langkat. Tentang asal mula Kergjaan Langkat berdasarkan
tambo Langkat mengatakan mengatakan bahwa nama leluhur Dinasti Langkat
yang terjauh diketahui ialah Dewa Syahdan yang hidup kira-kira 1500 sampai
1580. Dewa Syahdan digantikan oleh puteranya dikenal dengan nama Marhum
Guri. Selanjutnya Tambo Langkat mengatakan bahwa yang menggantikan
Marhum Guri adalah puteranya Ragja Kahar (£1673).

Raja Kahar adalah pendiri Kergjaan Langkat dan bertezel di Kota Dalam,

daerah antara Stabat dengan Kampung Inai kira-kira pertengahan abad ke-18.
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Berpedoman kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu Langkat, maka
dapatlah ditetapkan kapan Raja Kahar mendirikan Kota Dalam yang merupakan
cikal bakal Kergjaan Langkat kemudian hari. Setelah menelusuri beberapa sumber
dan dilakukan perhitungan, maka Raja Kahar mendirikan kergjaannya bertepatan
tanggal 12 Rabiul Awal 1163 H, atau tanggal 17 Januari 1750. Melalui seminar
yang berlangsung di Stabat, pada tanggal 20 Juli 1994 atas kerjasama Tim
Pemkab Langkat dengan sgjumlah pakar dari jurusan sejarah Fakultas Sastra
USU, maka dapat menentukan Hari Jadi Kabupaten Langkat yaitu 17 Januari
1750.

Perkembangan selanjutnya Kota Binjai pernah jadi Ibu kota Kabupaten
Langkat hingga pada saat ini Kabupaten Langkat beribukota Stabat, dan
berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 1995 telah ditetapkan Hari Jadi Kabupaten
Langkat 17 Januari 1750, dengan moto :”Bersatu Sekata Berpadu Jaya”. Pada
awal kemerdkaan Republik Indonesia, Sumatera dipimpim oleh seorang Gubernur
yaitu Mr. T. M. HAsan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status
keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh
Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti olen Adnan Nur Lubis dengan
sebutan Bupati. Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda | dan Il dan
Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur
(NST) yang berkedudukan di Binjai dengan Kepala Pemerintahannya Wan
Umaruddin dan Negara Kesaatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di
Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah. Berdasarkan PP No 7

tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang
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berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati)
Netap Bukit.

Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi
menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu: 1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di
Binjai. 2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura 3. Kewedanan
Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Brandan. Pada tahun 1963 wilayah
kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung
dibawah Bupati serta asisten Wedana (camat) sebagai perangkat akhir. Pada tahun
1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat |l Langkat dipegang oleh seorang
Caretaker (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu
sebagai Dan Dim 0202 Langkat. Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh.
Tingkat 1l Langkat dijabat oleh: 1. T. Ismail Aswhin 1967 — 1974 2. HM. Iscad
Idris 1974 — 1979 3. R. Mulyadi 1979 — 1984 4. H. Marzuki Erman 1984 — 1989
5. H. Zulfirman Siregar 1989 — 1994 6. Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 — 1998 7.
H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999 8. H. Syamsul Arifin,
SE 1999-2009 9. Ngogesa Sitepu : 2009 s/d sekarang

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2017, penduduk
Kabupaten Langkat berjumlah 902.986 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk
1,14 persen pada periode 1990-2017 dan kepadatan penduduk sebesar 144,17 jiwa
per km2. sedangkan tahun 1990 adalah sebesar 1,07 persen. Untuk tahun 2008,
berdasarkan hasil proyeks penduduk Kabupaten Langkat bertambah menjadi
1.042.523 jiwa dengan lgju pertumbuhan penduduk 1,80 untuk periode 2005-
2010. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Stabat yaitu sebanyak

83.223 jiwa sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pematang


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=H._Ngogesa_Sitepu&action=edit&redlink=1
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Jaya sebesar 14.779 jiwa. Kecamatan Stabat merupakan kecamatan yang paling
padat penduduknya dengan kepadatan 918 jiwa per km2 dan Kecamatan Batang
Serangan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu
sebesar 42 jiwa per km2. Jumlah penduduk Kabupaten Langkat per jenis kelamin
lebih banyak laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2008
jumlah penduduk laki-laki sebesar 521.484 jiwa, sedangkan penduduk perempuan
sebanyak 521.039 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,09 persen. Hasll
Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Langkat mayoritas bersuku
bangsa Melayu (70,87 persen), diikuti dengan suku Jawa (9,93 persen), Karo
(7,22 persen), Tapanuli/ Toba (2 persen), Madina (2 persen) dan lainnya (5,94
persen). Sedangkan agama yang dianut penduduk Kabupaten Langkat mayoritas
agama Isam (90,00 persen), Kristen 7,56 persen), Katolik (1,06 persen), Budha
(0,95 persen) dan lainnya (0,34 persen).

Geografi daerah Kabupaten Langkat terletak pada 3°14° dan 4°13” lintang

utara, serta 93°51° dan 98°45” Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
a  Sebelah Utara berbatas dengan selat Malaka dan Prop. D.I.Aceh
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Dati |1 Karo.
c. Sebelah Timur berbatas dengan Dati Il Deli Serdang
d. Sebelah Barat berbatas dengan Dati D.I Aceh (Aceh Tengah)

Aliran sungai Daerah Kab. Langkat dialiri oleh 26 sungai besar dan kecil,
melaui kecamatan dan desa-desa, diantara sungai-sungai tersebut adalah: Sungai
Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lepan, Sungai Besitan dan lain-lain.
Secara umum sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk pengairan, perhubungan

dan lain-lain. Wisata di daerah Kab. Langkat terdapat taman wisata Bukit Lawang


https://id.wikipedia.org/wiki/Melayu

45

sebagai obyek wisata, Taman Bukit Lawang ini terletak dikaki Taman Nasiona
Gunung Lauser (TNGL) dengan udara sgjuk oleh hujan trofis, di Bukit lawang ini
terdapat lokas rehabilitas orang hutan(mawas) yang dikelola oleh WNF Taman
Nasional Gunung Lauser merupakan aset Nasional terdapat berbagai satwa yang
dilindungi seperti: Badak Sumatera, Rusa, Kijang, Burung Kuau, Siamiang juga
terdapat tidak kurang dari 320 jenis burung, 176 binatang menyusus, 194
binatang melata, 52 jenis ampibi serta 3500 jenis species tumbuh-tumbuhan serta
yang paling menarik adalah bunga raflesia yang terbesar di dunia.
Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada dikawasan Sumatera

Utara, Kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah
ini memiliki 2 musim yaitu musm kemarau dan musim hujan. Musim kemarau
dan musin hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan
volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Iklim diwilayah Kabupaten
Langkat termasuk tropis dengan indikator iklim sebagai berikut:

1. Musim Kemarau : Februari d Agustus

2. Musim Hujan : September s/d Januari

3. Curah hujan rata-rata 2.205,43 mm/tahun

4. Suhu rata-rata 28 dergjat celcius - 30 dergjat celcius

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera

Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3° 14' 00" - 4° 13' 00"
Lintang Utara, 97°52' 00" - 98°45' 00" Bujur Timur dan 4 - 105 m dari
permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas +- 6.263,29
Km? (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37

Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Langkat di sebelah Utara berbatasan dengan
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Provins Aceh dan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Karo, di sebelah Barat berbatasan dengan provins Aceh, dan sebelah
Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Kabupaten
Langkat tediri dari 23 kecamatan dengan luas 6.272 km? dan berpenduduk
sejumlah 902.986 jiwa.

Grafik LuasWilayah
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sumber :www.langkatkab.bps.go.id
Gambar 2.2 Grafik LuasWilayah

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Langkat, luas
daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 Km? atau 17,59
persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 Km?atau 14,36

persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas
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42,05 Km? atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat. Wilayah
kabupaten Langkat meliputi:
a. Kawasan hutan lindung seluas +- 266.232 Ha (42,51 %) dan kawasan
lahan budidaya seluas +- 360.097 Ha (57,49 %).
b. Kawasan hutan lindung terdiri dari kawasan pelestarian alam Taman
Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas +- 213.985 Ha.
c. Kawasan Timur Laut seluas +- 9.520 Ha.
d. Kawasan Penyangga seluas +- 7.600 Ha.
e. Kawasan Hutan Bakau seluas +- 20.200 Ha dan kawasan lainnya +-
14.927 Ha.
Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan, 37 kelurahan, dan 240 desa
dengan luas wilayah mencapai 6.262,00 km? dan jumlah penduduk sekitar
1.032.330 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 165 jiwa/km?2.

Grafik Jumlah Kelurahan
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Gambar :2.3
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Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Kecamatan dan Jenis
Kelamin tahun 2017

2017

K ecamatan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

dan JenisKelamin (Jiwa)

Laki-Laki | Perempuan | Total
Bohorok 21.214 21.114 42.328
Sirapit 8.515 8.385 16.900
Salapian 13.833 13.683 27.516
Kutambaru 7.232 7.006 14.238
Sei Bingai 25.676 25.815 51.491
Kuala 20.715 20.861 41.576
Selesai 37.108 36.623 73.731
Binjai 22.916 22.252 45.168
Stabat 43.320 44.207 87.527
Wampu 21.851 21.255 43.106
Batang 18.969 18.204 37.173
Serangan
Sawit 13.406 13.345 26.751
Seberang
Padang 24.691 24.858 49.549
Tualang
Hinai 25.549 25.202 50.751
Secanggang 34.935 34.441 69.376
Tanjung Pura | 34.537 33.927 68.464
Gebang 22768 22397 45165
Babalan 30.494 29.411 59.905
Sel Lepan 25.312 24.392 49.704
Brandan Barat | 11.958 11.336 23.294
Besitang 23.578 23.098 46.676
Pangkalan 22.189 21.936 44.125
Susu
Pematang Jaya | 7.038 6.757 13.795
Kabupaten | 017901 | 510505 | 1.028.309
Langkat

Sumber : https://www.langkatkab.go.id/page/7/penduduk,2019
Keadaan ekonomi daerah kabupaten langkat, kegiatan ekonomi pada

umumnya dapat kita golongkan pada tiga golongan yaitu aktifitas dalam bidang-
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bidang produksi, pertukaran barang-barang dan pemakaian barang-barang.
Kebutuhan manusia harus dipenuhi dan dipelihara agar dapat terjamin secara
layak, hanya bisa terwujud melalui usaha kerja manusia biasa disebut dengan
aktifitas ekonomi. Dengan adanya aktivitas ekonomi, maka manusia akan
menghasilkan. Aktivitas manusia yang bentuknya sistematis dan terorganisir,
dikenal istilah industri. Sedangkan usaha penciptaan barang dan jasa melalui suatu
industri disebut dengan istilah ekonomi produksi. Sehubungan dengan produksi,
distribus dan pemakaian barang-barang dan jasa merupakan bahan yang
dibicarakan dalam ilmu ekonomi.

Segala macam aktivitas ekonomi yang ada hanya dapat berlangsung jika
berhubungan dengan lingkungan hidup yaitu alam sekitarnya berikut unsur yang
terdapat didalamnya, baik yang abstrak maupun yang nyata. Untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya manusia berusaha pada mulanya sesuai dengan kemampuan
dan tingkat kebudayaannya. Tahap perkembangan aktivitas ekonomi yang sedang
berkembang adalah manufaktur dan berbagai kerajinan tangan yaitu kegiatan
manusia yang mengolah bahan-bahan yang dihasilkan oleh usaha pertanian dan
pertambangan. Bentuk aktivitas ekonomi lainnya adalah perdagangan yang pada
mulanya timbul adanya kebutuhan dari berbagai pihak yang berbeda jennis
kebutuhan hidup.

Komoditi dan kegiatan ekonomi yang menonjol saat ini untuk daerah
Langkat dan mempunyai prospek untuk dikembangkan lebih lanjut. Kegiatan ini
dianggap mempunyai peluang untuk pengembangan karena produksinya cukup

besar, arealnya luas, dan ketersediaan sumber daya memungkinkan.
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1. Komoditi perkebunan
Pengusahaan tanaman perkebunan di Kabupaten Langkat terdiri dari
tanaman rakyat dan perkebunan besar swasta atau PTPN. Tanaman
perkebunan yang banyak diusahakan rakyat adalah kelapa sawit, karet,
kakao, kelapa dan kopi.

2. Buah-buahan
Kabupaten Langkat memiliki potensi buah-buahan yang sangat banyak
terutama rambutan. Buah rambutan adalah buah yang bersifat musiman
dan pada bulan tertentu mencapai puncaknya. Produksi buah rambutan
pada satu musim mencapai 8.000 ton dengan sebaran pada saat puncak
mencapai 1.000 ton perbulan. Pola produks ini menyebabkan harga
komoditi ini sangat fluktuatif, sehingga perlu dibuat suatu industri
pengolahan bahan untuk memproses pada saat produksi puncak tercapai.

3. Perikanan
Potens pantai dan laut sangat sesuai untuk pengusahaan perikanan di
Kabupaten Langkat, terutama udang dan ikan air dalam (kerapu). Bidang
usahatambak sangat strategis untuk dikembangkan sebab melibatkan 450
petani dengan luas tambak +1.600 Ha. Luasan lokas yang sesuai untuk
tambak +10.000 Ha, sehingga peluang di bidang tambak masih terbuka.
Di Kabupaten Langkat terdapat pula laut yang sangat ideal untuk
pengusahaan ikan kerapu merupakan bidang usaha yang patut
dibudidayakan. Lokas budidaya ikan kerapu adalah Pulau Sembilan di
Kecamatan Pangkalan Susu dan Pulau Kampar di Kecamatan Sei

Canggang.
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4. Kehutanan
Potens terutama kayu bakar dan hasil hutan seperti damar dan kayu.
Yang dapat menahan air bila terjadi banjir. Keadaan hutan didaerah ini
masih dakam kondisi baik.

5. Sektor Industri
Terutama di sub-sektor industri kecil dan rumah tangga seperti industri
anyaman, gula aren, sulaman border dan lain-lain.

2. Vis dan Mis Badan Pendapatan Daer ah Kabupaten L angkat

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat :

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam mendukung

pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat”

Misi Badan Pendapatan Kabupaten Langkat :
a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikas dan ekstensifikas
serta pembangunan kemampuan aparat.
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan fungs pajak dan retribus bagi
pembangunan.
3. Struktur Organisas Badan Pendapatan Daer ah Kabupaten L angkat
Struktur Organisas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 terdiri dari :
1. KepalaBadan
2. Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan

3. Badan Pendataan dan Penetapan membawahi :
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a. Sub Bagian Pendataan dan Penilaian
b. Sub Bagian Pelayanan dan Penetapan
4. Bidang Penagihan dan Keberatan membawahi :
a. Sub Bagian Penagihan Pgjak dan Retribusi
b. Sub Bagian Verifikas dan Keberatan
5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Operasional

b. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan
Disamping jabatan Struktural diatas dalam usaha untuk membantu melaksanakan
tugas Badan Pendapatan terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 23 Kecamatan
yang ada di Kabupaten Langkat.

4. Perencanaan Strategik Dinas Pendapatan Kabupaten L angkat

Berdasarkan Vis dan Mis Kabupaten Langkat, Dinas Pendapatan
Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki
perencanaan strategik yang terdiri dari:

a. Penetapan vis dan misi Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat
b. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat.
c. Penetapan cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber-sumber yang menjadi
potensi pendapatan daerah di Kabupaten Langkat, maka Dinas Pendapatan yang
tugas pokoknya melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam
bidang pendapatan daerah dan tugas lainnya yang diserahkan oleh bupati
dianggap perlu untuk membuat vis dan telah menetapkan visinya. Penetapan

tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program, dan
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kegiatan dalam rangka merelisasi vis dan misi. Adapun tujuan yang ingin dicapai
adalah:

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia

2) Meningkatkan Kinerja Dinas

3) Meningkatkan Penerimaan Daerah

5.Pengelolaan PBB dalam meningkatkan Pendapatan Adi Daerah di
Pemerintahan Kabupaten L angkat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2012
Pasal 1 “Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan yang
dipungut atas Pemilikan/penguasaan atau pemanfaatan Bumi dan atau Bangunan
oleh orang Pribadi atan Badan”.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan
terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994. Y ang dimaksud dengan:

a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya,
contohnya sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dll.

b. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan. Contohnya jalan tol, kolam renang,
pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, taman mewah, tempat
penampungan/kilang minyak, fasilitas lainnya yang memberikan manfaat.

c. Nilai Jual Objek Pgjak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi
jual bdi yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaks

jual beli, Nilai Jual Objek Pagjak ditentukan melalui perbandingan harga
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dengan objek lain sgjenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek
Pajak Pengganti.

d. Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data Objek Pgjak terutang kepada Wajib Pajak.

e. Surat Pemberitahuan Pgjak Terutang adalah surat yang digunakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak untu memberitahukan besarnya pajak terutang
kepada wajib pajak.

f. bisaditingkatkan kedepannya.

Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya merupakan pajak pusat yang
aokas penerimaannya dialokaskan ke daerah-daerah dengan propors
tertentu, nomor 28 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah
pajak ini khususnya sektor perdesaan dan perkotaan menjadi sepenuhnya
pajak daerah. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah
paling lambat diserahkan awal tahun 2016, sehingga bagi pemerintah daerah
yang sudah dSap mengelola PBB-P2 sebelum tahun 2016 bisa
melaksanakannya paling cepat sgjak tahun 2014. Dengan adanya pengalihan
Pajak bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke
daerah, Pemerintah Daerah kini mempunya tambahan sumber Pendapatan
Adli Daerah (PAD).

g. Di Kabupaten Langkat Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan
Perkotaan mulai berlaku menjadi Pajak Daerah dimulai sgjak Januari
2014. Dikarenakan adanya masa transis yang diberikan pemerintah pusat
dimulai sgjak berlakukannya pengalihan selama 5 tahun, pemerintah

memberikan waktu untuk Badan Pendapatan Daerah melakukan Persiapan
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seperti  persigpan SDM, server dan sarana prasarana. Oleh karena itu
Badan Pendapatan Daerah Langkat baru bisa memenuhi persiapan tersebut

pada akhir 2013 dan baru mulai diberlakukan pada tahun 2014.

6. Mekanisme Proses Pembayaran Pbb (Sistem Pembayaran Pajak Bumi

Dan Bangunan)

Proses Bisnis

a

Wagjib pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
kepadateller
Kemudian petugas teller membuat Surat Setoran Pajak PBB (SSP PBB)
Setelah proses pembayaran selesai, petugas teller memvalidas Surat
Setoran Pgjak PBB (SSP PBB) dan memberikan Surat Setoran Pajak
PBB (SSP PBB) validas, lembar 1 dan 3 serta mengembalikan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagai bukti pembayaran
kepada wajib pgjak serta memberikan lembar 2 kepada administras dan
lembar 5 kepada dispenda.
Petugas teller membuat data dlip setoran
Petugas teller memberikan dip setoran kepada analisa pajak
Analisa pajak menginputkan data dip setoran pembayaran dan membuat
data PBB
Analisa pgjak memberikan data penerimaan PBB kepada Administras
Administrasi merekap data dlip setoran pembayaran dan Surat Setoran
Pajak PBB (SSP PBB) kemudian membuat laporan per minggu. Lalu

menyerahkan laporan per minggu kepada pimpinan untuk ditanda tangani
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i. Setelah ditanda tangani diserahkan ke Dispenda dan administrasi untuk
diarsipkan.
Rumus Perhitungan PBB : PBB-P2 = Tarif Pajak x ( Dasar Pengenaan Pajak —
NJOPTKP) atau = Tarif Pajak x (NJOP — NJOPTKP)
Contoh :

Tuan A merupakan wajib pajak yang mempunyi objek pajak berupa luas
tanah 800 m2 dengan harga jual Rp 300.000/m2 dan luas bangunan 400 m2
dengan harga jual Rp 350.000/m2. Besarnya pokok pajak yang terutang adalah
sebagai berikut:

NJOP Bumi Rp 240.000.000
NJOP Bangunan Rp 140.000.000
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah: Rp 380.000.000
NJOP Bumi dan Bangunan Rp 380.000.000
NJOPTKP  Rp 10.000.000 Rp 370.000.000
Tarif 0,1%  Rp 370.000
Pajak Terutang Rp 370.000
7.Pelaksanaan Pemungutan PBB di Kabupaten L angkat
a. Tahap Per siapan:

1) Persiapan Regulasi:

a. Telah ditetapkan Perda Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2011
Tentang PBB yang telah melalui proses evaluas oleh Kementerian
Keuangan RI dan diundangkan tanggal 28 Juni 2011;

b. Kabupaten Langkat melaporkan kesiapan untuk melaksanakan

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pgjak Daerah kepada



57

Kementerian Keuangan dengan melampirkan Perda tentang PBB sebagai
persyaratan.

c. Kemudian Kabupaten Langkat menerbitkan Peraturan Bupati 55 Tahun
2011 tentang cara Pemungutan Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan diundangkan tanggal 21 Desember 2011,

d. SOP yang telah ditetapkan meliputi:

1. SOP Klasifikas dan Penetapan NJOP;
2. SOP Penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
3. SOP Penerbitan dan Penandatanganan SPPT;
4. SOP Pendistribusian SPPT PBB;
5. SOP Pelayanan;
6. SOP Pemberian Pengurangan PBB; dan
7. SOP Pengembalian Kelebihan Bayar PBB.
2) Persiapan Personil:

1. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Pendaerahan PBB
terhadap 20 personil DPPKA Kabupaten Langkat selama 4 bulan mulai bulan
Juli dan berakhir bulan November 2011.

2. Pemagangan peserta pelatihan pada Ditjen Pajak untuk mempedalam proses

bisnis PBB serta pengolahan data PBB berbasis teknologi informasi.

3. 20 personil merupaan pelaksana pelayanan pemungutan PBB baik sebagai

Analis Bisnis maupun Operator Console.

4. dari 20 personil yang mengikuti bimbingan teknis, 2 orang telah mengikuti
workshop Proses Bisnis PBB selama seminggu dan 2 orang programmer

melanjutkan untuk mengikuti proses kustomisas aplikas sistem PBB selama
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2 minggu dan berakhir tanggal 30 September 2011 yang diselenggarakan oleh
Ditjen Pgjak.

5. telah dikirim 2 personil untuk mengikuti pendidikan PPNS (Penyidik
Pegawai Negeri Sipil) bidang perpajakan.

6. telah dikirim 3 orang personil untuk mengikuti pendidikan penilai
property(Appraisal) pada Sekolah Tinggi Akuntanss Negara (STAN)
jenjang Diploma.

3) Persigpan Sarana dan Prasarana:

a.Sebagaimana Ketentuan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.07/2010 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010
bahwa dalam kaitan penyiapan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan
mengutamakan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki pemda:

b. dalam kaitan ini, sarana dan prasarana yang telah tersedia yang saat ini
digunakan untuk pemungutan PBB terdiri dari:

1. 2 Perangkat PC server PBB; (satu buat backup)

2. 1 Perangkat PC server PBB,;

3. 1 Perangkat server BPHTB;

4. 1 Perangkat server Pajak Daerah;

5. 13 PC sebagai Klien untuk pelayanan P gjak Daerah;

6. 5 Komputer jinjing sebagal alat sosialisasi distribusi dan kontribus data;
7. 6 PC sebagal pendukung administrasi.

c. sampai dengan akhir tahun 2013 sarana dan prasarana semakin bertambah
dan berkembang untuk mendukung kelancaran pemungutan PBB sehingga

menjadi:
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1.) 1 Perangkat PC server PBB;
2.) 1 Perangkat PC server BPHTB;
3.) 1 Perangkat PC server Pajak Daerah;
4.) 5 PC sebagai klien untuk pendukung administrasi PBB ruang OC;
5.) 8 PC sebagai klien untuk pendukung administras PBB di UPTD;
6.) 18 PC sebagai klien untuk pelayanan pajak daerah;
7.) 18 Komputer jinjing sebagai alat sosialisas distribus dan kontrib us
data;
8.) 10 PC sebagai Klien sebagai pendukung administrasi pelayanan PB B-
P2.
9.) Masing-masing 1 buah distometer, plotter, GPS, Total station, dan
Scanner
d. Telah dibentuk rekening pembantu masing-masing jenis pajak untuk
memudahkan verifikas penerimaan pembayaran masing-masing jenis pajak
daerah.
b. Pengelolaan Piutang PBB
Piutang PBB yang diserahkan oleh Ditjen Pgjak terdiri atas Piutang netto
dan penyisihan piutang PBB yang tidak tertagih beserta dokumen pendukungnya.
Dokumen pendukung tersebut berupa daftar SPPT yang belum lunas, SKP, STP,
dokumen penagihan yang sedang dilakukan penagihan aktif atau Kertas Kerja
Penyisihan Piutang PBB yang tidak tertagih. Dalam penyerahan data piutang
PBB, Ditjen pajak mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan data dan saldo
piutang PBB yang seakurat mungkin. Untuk itu sebelum penyerahan data piutang,

Ditjen Pgak telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan basis data PBB. Maksud
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dilakukannya kegiatan ini adalah untuk pemuktahiran data pembayaran PBB dan
memverifikas data objek atau subjek PBB pada basis data PBB yang diindikasi
tidak benar.
8.Kendala-kendala dalam pengelolaan PBB dalam meningkatkan PAD
(&) Timbulnya Piutang PBB

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Piutang Negara didefenisikan sebagai jumlah uang yang
wajib dibayar kepada Pemerintahan Pusat atau hak Pemerintah Pusat yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Berdasarkan defenis
tersebut, maka piutang Negara merupakan sgfumlah uang yang wajib dibayar oleh
orang pribadi atau badan kepada Negara sehingga Negara wajib mengupayakan
menagihnya. Saat PBB dikelola oleh Ditjen Pajak, PBB terutang setiap tahun
berdasarkan SPPT yang disampaikan oleh petugas kepada wajib pajak. PBB
terutang dapat pula timbul berdasarkan penerbitan SKP atau STP. Sesuai Standart
Akuntans Pemerintahan yang menyatakan bahwa basis akuntans untuk aset
adalah basis akural, maka piutang PBB terjadi pada saat hak negara/daerah untuk
menagih timbul. Adapun jumlah piutang PBB meliputi pokok pajak atau denda
administrasi berdasarkan SPPT/SKP/STP.
(b). Kurangnya K esadar an/kepatuhan wajib pajak

Pembayaran pajak erat kaitannya dengan kesadaran/kepatuhan untuk
membayar pajak. Semakin kecil tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk
membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang tidak di

lunasi/dibayar, yang pada akhirnya akan menimbulkan piutang paak. Tingkat
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kesadaran /kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai factor antara
lain kurangnya pengetahuan perpajakan termasuk sanksi-sanksi di  bidang
perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungs paak bagi
pembangunan negara dan tingkat pendapatan wajib pajak yang tidak sebanding
dengan jumlah pgak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

(c). Kurang akuratnya penetapan pajak terutang

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, PBB
merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan sistem official assessment.
Dalam sistem ini, paak terutang ditetapkan oleh fiskus melalui kegiatan
pendapatan yang dilakukan secara berkala. Dengan demikian, fiskus mempunyai
kewajiban untuk selalu memperbaharui data yang terkait dengan objek pajak,
sehingga jumlah pajak yang ditetapkan dalam SPPT sesuai dengan keadaan objek
pajak terkini dan pajak tersebut dibebankan kepada pemilik objek pajak yang
sesungguhnya.

Saat pemungutan PBB masih dilakukan oleh Ditjen Pgak, dasar
perhitungan pajak terutang yang tercantum dalam SPPT seringkali tidak sesual
dengan keadaan objek terkini. Kesalahan lain yang ditemui adalah nama
pemilik/wajib pajak yang tercantum dalam SPPT tidak sesua dengan nama
pemilik/wajib pajak sebenarnya, objek pagak yang tercantum di SPPT tidak
ditemukan fisiknya dan penerbitan SPPT ganda atas objek pgak yang sama
dengan nama pemilik berbeda. Akibat kesalahan-kesalahan tersebut, wajib pajak
menjadi enggan untuk membayar sejumlah nilai pajak terutang yang ditetapkan.

Keakuratan penerbitan SPPT tentu sangat dipengaruhi dengan kemampuan

Ditjen Pgak untuk mempengaruhi data objek paak. Untuk melakukan
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pembaharuan data objek pajak, Ditjen Pajak akan sangat tergantung pada jumlah
sumber daya manusia yang menangani urusan PBB dan kerjasama yang baik
dengan pemda yang bersangkutan.
(d). SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak

Sebagai sarana pemungutan PBB, SPPT harus disampaikan langsung
kepada wajib pgak yang bersangkutan. Dalam menyampaikan SPPT, Ditjen
Perpgjakan melakukan kerjasama dengan kelurahan/kantor desa dimana objek
pajak untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak. Kendala yang terjadi
adalah SPPT tersebut tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak karena lokas
tempat tinggal wajib pajak yang tidak dapat dijangkau, wajib pajak tidak lagi
menempati atau menghuni objek pajak yang dimilikinya dan tidak tersedianya
biaya operasional untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak yang
berdomisili di luar kota.
(e). Kurang optimalnyatindakan penagihan pajak

Penagihan pajak merupakan suatu proses agar wajib pajak melunas utang
pajaknya. Proses penagihan menjadi proses yang penting dalam alur pemungutan
PBB. Agar penerimaan PBB optimal, maka penagihan juga harus berjalan
optimal. Kendala yang terjadi dalam penagihaan adalah karakteristik piutang PBB
yang berbeda dengan jenis pajak lainnya. Nilai piutang PBB untuk setiap wajib
pajak pada umumnya berjumlah kecil, sehingga jumlah piutang yang harus ditagih
oleh Ditjen Pgak kurang signifikan apabila dibandingkan dengan biaya
operasional yang dikeluarkan Ditjen Pgjak untuk melakukan seluruh tahap-tahap
penagihan. Masalah ini yang menyebabkan kurang optimalnya tindakan

penagihan piutang kepada wajib pajak.
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(f).Permasalahan administras pembayaran PBB

Dalam ha pembayaran, wajib pajak dapat membayar sendiri di bank atau
kantor pos dan giro yang ditunjuk atau membayar melaui aparat pemungut PBB
kelurahan/desa yang resmi. Masalah sering timbul saat wajib pajak melakukan
pembayaran melaui aparat pemungutan PBB kelurahan/desa, terutama apabila
pembayaran tersebut tenyata tidak disetor oleh aparat pemungut PBB ke
bank/kantor pos tempat pembayaran. Permasalahan lainnya adalah pembayaran
gelondongan yang dilakukan oleh lurah/kepala desa. Pembayaran gelondongan
adalah pembayaran PBB atas lebih dari satu objek pajak dengan satu bukti
pembayaran.

Dari beberapa kasus yang terjadi, lurah/kepala desa sering membayar
dimuka secara gelondongan sgjumlah SPPT sesuai dengan sgjumlah target
penerimaan PBB yang dibebankan kepadanya. Pembayaran secara gelondongan
ini di lakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan PBB untuk
mendapatkan insentif pemungutan dari Pemerintah. Masalah terjadi saat akan
dilakukannya pembayaran bank, untuk pembayaran gelondongan tersebut pihak
bank tidak mencocokkan pembayaran tersebut dengan NOP masing-masing objek
pajak. Akibatnya, sistem yang ada di Ditjen Pagjak tidak mencatatnya sebagai
pembayaran/pelunasan karena tidak diketahui waib pgak mana sgja yang
melakukan pembayaran.

(g). Tidak lancar nya eksekus penghapusan piutang PBB

Sebelum piutang PBB dihapuskan, maka piutang tersebut harus memenuhi

persyaratan yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Untuk memastikan keadaan

wajib pgak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan memenuhi
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persyaratan, maka Ditjen Pajak wajib melakukan penelitian administras atau
penelitian setempat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses penditian
tersebut, sering terjadi permasalahan yang pada akhirnya akan menghambat
keseluruhan proses eksekus penghapusan piutang PBB. Permasalahan yang
sering terjadi dalam proses eksekusi penghapusan piutang PBB, antaralain:

a. Belum dilaksanakannya tindakan penagihan secara optimal, sebagai
syarat suatu piutang PBB bisa diusulkan untuk dihapus.

b. Tidak lengkapnya data piutang PBB yang telah kadaluwarsa pada
sstem informas di Ditjen Pgjak. Ketidaklengkapan data ini termasuk
tidak tercatatnya penerapan tahapan tindakan penagihan, keterangan
mengenai pembayaran maupun angsuran untuk beberapa kasus piutang
yang akan kadaluwarsa.

(h). Kontribus Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Adli
Daer ah Kabupaten L angkat

Pajak Bumi dan Bangunan PBB adalah pajak negara yang sebagian besar
penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan
untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat ikut membiayai
penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Fungs PBB adalah sebagai azaz pembantuan terhadap Pendapatan Adli Daerah
untuk peningkatan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sesuai dengan perhitungan persentase untuk Kabupaten/Kota sebesar 64,8%
sedangkan untuk Provins dan Pemerintah Pusat sebesar 32,2%. Pemerintah

Daerah Kabupaten Langkat mendapatkan alokasi dana Pajak Bumi dan Bangunan



65

dari Pemerintah Pusat sebesar 64,8% sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antar Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah” pasal 12 ayat (2).

Berikut ini data mengena perkembangan PBB Kabupaten Langkat selama
5 tahun yang diterima oleh Pemerintah daerah Kabupaten Langkat dari

Pemerintah Pusat yaitu dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran

2014:
Tabel 3.4
Perkembangan PBB Kabupaten langkat dari Pemerintah Pusat.
Tahun | o gt Realisas %
Anggaran
2010 11.229.025.466 | 10.199.394.646 99.85
2011 11.933.025.466 | 15.391.801.786 115.77
2012 14.268.838.970 | 17.526.552.783 113.42
2013 15.487.603.200 | 15.547.146.445 116.60
2014 18.358.085.934 | 19.522.512.573 103.041

Sumber : Bagian Pendapatan Daerah pada Dispenda Kabupaten Langkat,2019
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kurangnya kepatuhan wajib
paak/masyarakat dalam membayar pajak pada tahun 2010, sehingga
menyebabkan rendah nya realisas Pgjak Bumi dan Bangunan dari target yang
telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam
membayar pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh beberapa faktor salah
satunya yaitu : sanks pajak,kualitas pelayanan dan sosialisas pajak.Pemerintah
daerah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi
dan bangunan mulai dari mempertegas sanks untuk masyarakat yang tidak
membayar ataupun yang terlambat membayar pgjak bumi dan bangunan sesuai
ketentuan perundang — undangan yang berlaku berupa sanks administras yaitu
denda 2% perbulan yang merugikan

sgjatinya masyarakat  itu
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sendiri,diberlakukannya sanks administras tersebut, yang diharapkan dapat
memberiefek jera kepada masyarakat yang tidak melakukan kewajiban
perpaj akkannya dengan baik dan benar.

PBB sebagai salah satu sumber penerimaan yang mengalami peningkatan,
maka penerimaan daerah pun akan mengalami peningkatan. Untuk itu dilakukan
suatu usaha peningkatan pendapatan. Usaha meningkatkan pendapatan daerah
tidak lepas dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan
efisens mobilitas sumber-sumber pendapatan daerah sebagai suatu upaya
peningkatan penyerapan yang ada dengan cara memperbaiki dan meningkatkaan
sstem pemasukan, perhitungan dan penerapan tarif, meningkatkan sistem
pemantauan pengawasan, memelihara dasar-dasar serta memperkenakan jenis
sumber pendapatan. Persentase Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap
Pendapatan Adli Daerah Kabupaten Langkat 2010 sampai dengan Tahun Aggaran

2014 dapat dilihat padatabel berikut.

Tabel 3.5
Gambaran kontribus PBB Terhadap PAD
Realisas
I\?]gggr an Pen_dapatan Pendapatan_ %
Adli Daerah Daerah dari PBB

2010 119.570.863.376 | 10.199.394.646 8,53
2011 166.038.854.218 | 15.391.801.786 9,27
2012 167.238.099.074 | 17.526.552.783 10,48
2013 138.074.124.734 | 15.547.146.445 11,26
2014 158.205.126.199 | 19.522.512.573 12,34

Sumber : www.langkatkab.bps.go.id,2018

Tabel di 3.5 menggambarkan bahwa kontribusi PBB terhadap pendapatan
adi daerah Kabupaten Langkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada

tahun 2014 yakni sebesar 12,34%. Adapun langkah-langkah Pemerintahan
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Kabupaten Langkat dalam meningkatkan pendapatan dari sumber pendapatan

yang ada pada saat ini, antaralain:

1.Dibentuknyatim intensifikas PAD dan tim intensifikas PBB.

2.Peningkatan sosidlisas terhadap wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah, baik
melaui tatap muka maupun melaui media masa dan media lainnya.

3.Diadakan rapat evaluas penerimaan PAD, PBB, BPHTB dan PPh secara rutin
setiap bulan.

4.Melaksanakan pelayanan di tempat dan disetiap Kecamatan dalam rangka
memperbaiki SPPT PBB yang salah.

5.Melaksanakan operasi terpadu dengan instansi terkait terhadap wajib pajak yang
menunggak maupun kepada wajib pajak yang tidak taat pajak.

6.Diadakan rapat kerja dengan DPRD khususnya Komisi B.

7.Diadakan kegiaan penggalian potensi PAD dan PBB, BPHTB dan PPh.

8.Mengadakan perubahan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan jaman.

9. Mengadakan study banding ke daerah lain apabila terdapat peraturan yang tidak
ada daerah Kabupaten Langkat dan kalau memungkinkan kita membuat
peraturan daerah yang baru tersebut.

10. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas maupun wajib pajak.

11.Peningkatan kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah dengan Sistem
Informasi Management Pendapatan Daerah (SIMPATDA).

12. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

13. Memberikan penghargaan kapada wajib pagjak yang taat dan tepat waktu

membayar pajak.
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Langkah-langkah dimaksud adalah tidak seperti halnya membalikkan
telapak tangan, maka kondis, situasi dan banyak komponen lain yang ikut serta
mempengaruhi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, namun demikian
upaya-upaya diatas adalah merupakan upaya yang harus terus menerus dilakukan
sehingga akan tercapai apa yang menjadi harapan Pemerintah Daerah. Atas dasar
pertimbangan tersebut maka tidak dapat disangkal bahwa kinerja dan produktifitas
dinas pendapatan wajib ditingkatkan agar kepercayaan yang diembankan kepada
dinas dapat dipertahankan demi kesinambungan otonomi daerah.

Disis lain banyak variabel yang akan mempengaruhi keberhasilan dinas
dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya antara lain ketersediaan sarana dan
prasarana (perangkat lunak keras) sumber daya manusianya yang profesional dan
partisipas masyarakat dalam ketaatan dan kesadaran selaku warga Negara yang
baik dalam bentuk pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi. Dari has
tersebut diperoleh kontribus PBB terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten
Langkat dari tahun 2010 sampa dengan 2014 memiliki rata-rata kontribus
sebesar 10,38%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi PBB
terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami kenaikan. Karena
apabila penerimaan PBB meningkat maka akan mempengaruhi jumlah pendapatan
daerah yang akan meningkat pula. Maka dapat disimpulkan bahwa PBB memiliki
kontribus yang signifikan bagi Pendapatan Daerah. Secara keseluruhan jumlah
pendapatan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan PBB, karena masih
terdapat jumlah penerimaan lainnya yang dapat mempengarui pendapatan daerah.
Diantaranya pajak daerah, penerimaan dari pagjak penghasilan, bantuan keuangan

dari daerah dan provins.
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Namun apabila penerimaan PBB tidak tercantum pada jumlah pendapatan
daerah maka akan mempengaruhi jumlah pendapatan daerah yang tidak optimal,
karena PBB merupakan salah satu sumber dana atau tabungan pemerintah serta
penerimaan devisa bagi pemerintah daerah, dan merupakan salah satu unsur
penerimaan Negara di bidang perpajakan selain penerimaan migas. Sekalipun
kontribus penerimaan PBB sebesar 10,38% terhadap pendapatan daerah, tidak
berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat harus terpaku dalam
ketergantungan kepada penerimaan PBB, melainkan secara bertahap dan kontinyu
harus terusmenerus meingkatkan kemampuannya dalam menghimpun
Pendapatan Daerahnya. Salah satu aspek yang akan menunjang keberhasilan
pembangunan daerah melaui peningkatan penerimaan pendapatan adalah

meningkatkan ki

nerja dan produktifitas dinas pendapatan yang antara lain unsur
penunjangnya adalah Sumber Daya Manusia.
9. Penerimaan PBB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten L angkat

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak
Daerah di Kabupaten Langkat dimulai sgak Januari 2014. Tingkat Kepatuhan
Wagjib Pgjak dalam membayar Pgjak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan
Perkotaan masih rendah dibandingkan dengan perkotaan yang masyarakatnya
memiliki rasa antusiasme yang tinggi dalam membayar PBB. Berikut data Potensi
atau Kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dalam
memungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada tahun

2016 — 2018 sebagai berikut
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Tabel : 3.6
Jumlah SPPT terutang pada tahun 2016

Tahun 2016
SPPT Jumlah .
SPPT Penerimaan
Jumlah SPPT
Terutang 320000 | Rp 13.467.164.979,00
SPPT Dibayar 242009 | Rp 10.184.929.561,00

SPPT Menunggak 77991 Rp 3.282.235.418,00
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat,2019

Pada tahun 2016 jumlah SPPT terutang sebanyak 320.000 lembar dengan
penerimaan sebesar Rp. 13.467.164.979,00, SPPT yang telah dibayar ebanyak
242.009 lembar dengan penerimaan sebesar Rp. 10.184.929.561,00 dan SPPT
yang menunggak sebanyak 77.991 lembar dengan penerimaan sebesar Rp.
3.282.235.481,00, maka dapat diketahui persentase penerimaan PBB-P2 pada
tahun 2016 berdasarkan jumlah SPPT yang telah dibayar dari jumlah SPPT

terutang keseluruhan ada sebesar 75,62%.

Tabel : 3.7
Jumlah SPPT terutang pada tahun 2017
Tahun 2017
SPPT Jumlah P .
SPPT enerimaan
Jumlah SPPT
Terutang 314.180 | Rp 14.563.554.493,00
SPPT Dibayar 241.332 | Rp 11.186.775.690,00

SPPT Menunggak 72.848 | Rp 3.376.778.802,00
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat,2019

Pada tahun 2017 jumlah SPPT terutang sebanyak 314.180 lembar dengan
penerimaan sebesar Rp. 14.563.554.493,00, SPPT yang telah dibayar sebanyak
241.332 lembar dengan penerimaan sebesar Rp. 11.186.775.690,59 dan SPPT
yang menunggak sebanyak 72.848 lembar dengan penerimaan sebesar Rp.

3.376,778.802,41 maka dapat diketahui persentase penerimaan PBB-P2 pada
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tahun 2017 berdasarkan jumlah SPPT yang telah dibayar dari jumlah SPPT

teturang keseluruhan ada sebesar 76,81%.

Tabel :3.8
Jumlah SPPT terutang tahun 2018

Tahun 2018
SPPT Jumlah .

SPPT Penerimaan
Jumlah SPPT
Terutang 314.180 | Rp 17.618.849.059,00
SPPT Dibayar 255.475 | Rp 14.326.731.071,00

SPPT Menunggak 58.705 | Rp 3.292.118.042,00
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat,2019

Pada tahun 2018 jumlah SPPT terutang sebanyak 314.180 lembar dengan
penerimaan sebesar Rp.17.618.849.059,00, SPPT yang telah dibayar sebanyak
255.475 lembar dengan penerimaan sebesar Rp. 14.326.731.071,00 dan SPPT
yang menunggak sebanyak 58.705 lembar dengan penerimaan sebesar Rp.
3.292.118.042,00 maka dapat diketahui persentase penerimaan PBB-P2 pada
tahun 2018 berdasarkan jumlah SPPT yang telah dibayar dari jumlah SPPT
terutang keseluruhan ada sebesar 81,31%

Setiap kecamatan di Kabupaten Langkat membantu BAPENDA
Kabupaten Langkat untuk meningkatkan PAD Kabupaten Langkat khususnya
dalam Pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh UPT PBB Kabupaten
Langkat. Berikut adalah target dan realisas penerimaan Pgak Bumi dan
Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di tiap kecamatan di wilayah
Kabupaten Langkat selama tiga tahun terakhir sgjak diberlakukannya Pengelolaan
PBB-P2 oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Tingkat pencapaian
realisas penerimaan PBB-P2 tahun 2016-2018 sebesar 101,85%, 101,70%,
106,46%. Tingkat pencapaian realisasi PBB-P2 di tahun 2016 merupakan tingkat

pencapaian tertinggi dari tahun 2016-2018 dan juga merupakan realisas PBB-P2
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terbesar selama tiga tahun periode 2016-2018. Sedangkan tingkat pencapaian
realisas tahun 2017 merupakan tingkat pencapaian realisas terendah selama
tahun 2016-2018 yaitu 101,70%

Tabel : 3.9
Daftar Realisas yangingin dicapai BAPEDA kabupaten langkat untuk

meningkatkan PAD.

No Kecamatan Target Eealisasi e}
1 | Bahorok 292 000.000 310484 752 104.19
2 | Extam barm 159.000.00:0 163.085.889 102.57
3 | Salapian 213.000.000 213922126 100.43
4 | Serapit 127.000.000 128.988.359 101.57
5 | Euala 357.000.000 359.437.149 100.58
& | Seibingai 493 000.000 387 264.759 78.55
T | Selesai T01.000.000 T17.956.687 102.42
8 | Bimyai 483.000.000 387.240.194 80.17
WIL I 2821000000 2.668.379.917 0426
9 | Stabat 1.511.000.000 1.109.369.608 73.43
10 | Wamgpu 471.000.000 284212197 650.34
11 | Secanggang SS90 000,000 411.107.105 68.63
12 | Hinai 232.000.000 216.964.065 01.16
153 | Padang tnalang 252.000.000 256.522.160 101.79
14 | Batangz 217.000.000 167.238.452 Tro7

SETANZAN

15 | Sawit seberang 47_000.000 49804 638 105.97
16 | Tanjung pura 545.000.000 372.108.327 81.96
WIL. IT 2. 789,000, 000 2.867.826.552 TE 69
17 | Gebang 376.000.000 202139705 TI.70
18 | Babalan 531.000.000 468.210.374 28.18
19 | Sei lepan 440,000,000 403 381.889 21.58
20 | Brandan barat 241 .000.000 212,389,565 38.13
21 | P. Susu 403_000.000 412935783 102.47
22 | Besttang 767.000.000 637.533.481 83.12
23 | Pematang jaya 93.000.000 103.794.907 111.61
WIL. Or 2851, 000, 000 2330285 T 38 7F
24 | Dispenda 529 000.000 2.118.337.388 400,44
Jumnlah L0 CHOMDL AW MDY 10.1584.929.561 101.85

Sumber : Badan If’endapatnan Da{erah'Kabupafen LéngEai ,2019

Dari daftar redlisas yang ingin capai BAPENDA Kabupaten Langkat,
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Langkat dalam hal ini pemungutan PBB-P2
sangat diperlukan, jika dilihat dari potens penerimaannya nampaknya mash
belum memenuhi dalam hal kepatuhan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan.

Penulis beranggapan bahwa realisas yang didapatkan di bapenda masih kurang
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stabil dan memadai( dalam arti kata masih dalam pembayaran PBB masih banyak

yang belum sadar akan taat untuk membayar PBB ).

B. Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2012
Pasal 1 “’Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan yang
dipungut atas Pemilikan/penguasaan dan pemanfaatan Bumi atau Bangunan oleh
orang pribadi atau badan’’.Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya merupakan
pajak pusat yang alokas penerimaannya dialokasikan ke daerah — daerah dengan
propors tertentu, nomor 28 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribus
Daerah pgjak ini khususnya sektor perdesaan dan perkotaan menjadi sepenuhnya
pajak daerah. Di Kabupaten Langkat Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan
dan Perkotaan mulai berlaku menjadi Pgjak Daerah dimulai sgjak Januari 2014.
Dikarena adanya masa transis yang diberikan pemerintah pusat dimulai sgak
berlakukannya pengalihan selama 5 tahun,pemerintah memberikan waktu untuk
Badan Pendapatan Daerah melakukan Persiapan seperti persiapan SDM,server

dan sarana prasarana.

1. Kontribus Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Adli

Daer ah Kabupaten L angkat

Pajak Bumi dan Bangunan PBB adalah pajak Negara yang sebagian besar
penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan
untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat ikut membiayai

penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pgjak Bumi dan Bangunan.
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Fungs PBB adalah sebagai azas pembantuan terhadap Pendapatan Adli
Daerah untuk peningkatan dan pengeluaran Angaran Pendapataan dan Belanja
Daerah sesuai dengan perhitungan persentase untuk Kabupaten/kota sebesar
64,8% sedangkan untuk Provins dan Pemerintah Pusat sebesar 32,2%.
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat medapatkan alokas dana Pgjak Bumi dan
Bangunan dari pemerintah pusat sebesar 64,8% sesuai dengan Undang — Undang
Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antar
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” pasal 12 ayat (2). Berikut saya
gambarkan kembali tabel Realisas Pgak Bumi dan Bangunan terhadap

Pendapatan Adli Daerah :

Tabel 3.5

Gambaran kontribusi PBB Terhadap PAD
Tahun Realisas
Anggar an Per!dapatan Pendapatan_ %

Adli Daerah Daerah dari PBB

2010 119.570.863.376 | 10.199.394.646 8,53
2011 166.038.854.218 | 15.391.801.786 9,27
2012 167.238.099.074 | 17.526.552.783 10,48
2013 138.074.124.734 | 15.547.146.445 11,26
2014 158.205.126.199 | 19.522.512.573 12,34

Sumber : www.langkatkab.bps.go.id,2019

Dari Tabel diatas ,redlisas PBB terhadap PAD di Langkat Pada tahun
2010 Redlisas Pajak Bumi Bangunan terhadap 8,53% dari Pendapatan Adli
Daerah nya ,begitu pula tahun 2011 hanya 9,27%,tahun 2012 mencapai
10,48% ,tahun 2013 mulai menaik jadi 11,26%, sedangkan tahun 2013 stabil
menjadi 12,34% yang artinya stabil. Walaupun begitu pemerintah melalui
Dinas Pendapatan Daerah Langkat juga melakukan upaya — upaya sebagai

berikut :



a)

b)
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Dengan meningkatkan kegiatan pemungutan secara aktif dan
professional ,tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Untuk mencegah terjadinya tunggakan pajak, maka aparat yang
bertugas menyampaikan SPPT juga menghimbau untuk segera
membayar PBB,sebelum jatuh tempo sebagaimana yang tertera dalam
SPPT. Tingkat kepatuhan Wajib Pgjak dalam membayar Pajak Bumi
dan Bangunan sektor Perdessan dan Perkotaan masih rendah
dibandingkan dengan perkotaan yang masyarakatnya memiliki rasa
antusiasme yang tinggi dalam membayar PBB. Berikut data potensi
atau Kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat
dalam memungut Pgjak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan

perkotaan.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesmpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tentang indentifikas
masalah dapat dismpulkan bahwa: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah pada Pemerintah

Kabupaten Langkat. Hal ini dapat dilihat dari:

a. Jumlah penerimaan PBB mengalami peningkatan dari tahun anggaran
2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 sebesar Rp 19.323.117.927. Hal
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan PBB pada pemerintah
Kabupaten Langkat telah dilaksanakan secara baik dan menunjukkan
keadaan perekonomian dan pembangunan daerah Kabupaten Langkat
mengalami perkembangan. Terlihat akan kebutuhan fasilitas masyarakat
seperti fasilitas kesehatan yang mudah tersedia dan didapat dengan baik.

b. Pendapatan Daerah yang berasal dari jumlah PAD, Dana Perimbangan dan
lain-lain Pendapatan yang Sah dari tahun 2010 s/d 2014 mengalami
peningkatan sebesar Rp 158.205.126.199. Hal ini menunjukkan bahwa
keadaan daerah Kabupaten Langkat mengalami perkembangan.

c. Besarnyakontribus PBB terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat
tahun 2010-2014, rata-rata sebesar 10,38% untuk setiap tahunnya. Terlihat
bahwa kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah mengalami fluktuas

turun naik.
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Terjadinya peningkatan dan penurunan jumlah kontribusi dapat
dikarenakan pengaruh dari kinerja pihak yang berwenang dalam
melakukan tugasnya. Dalam hal ini bisa sgja terjadi kecurangan jumlah
penerimaan pemungutan PBB yang dilakukan oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab, dan berdasarkan penelitian pihak yang tidak
bertanggung jawab ini adalah aparat PBB dalam arti orang yang
melakukan pungutan pajak dan orang yang berada di bagin pemeriksaan
pajak. Kurangnya internal control yang baik dalam pemerintahan juga
dapat mengakibatkan menurunnya jumlah kontribus PBB terhadap
pendapatan daerah. Internal control yang dimaksud adalah tenaga
fungsional penilai PBB yang bertugas untuk mengawas pelaksanaan
pemungutan PBB serta bagian pemeriksaan yang bertugas melakukan
pemeriksaan dan penilaian atas semua kegiatan masih tidak dapat berjalan
dengan bak. Dengan demikian akan memudahkan terjadinya
penyimpangan atau kecurangan, diantaranya kekeliruan yang tidak
disengaja dalam pencatatan dan pemrosesan data dan pencurian aktiva atas
kesengajaan karyawan dalam melaporkan fakta secara sdah, yaitu
penipuan dan penggelapan. Sedangkan adanya kenaikan kontribus PBB
terhadapan Pendapatan Daerah yaitu dapat dikarenakan penerimaan PBB
ditetapkan berdasarkan luas tanah dan bangunan dari tiap orang yang
mempunyai manfaat dari tanah dan bangunan itu sendiri. Dari keterangan
diatas mka dapat dismpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan memiliki

kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembatasan yang dilakukan, penulis
mengajukan saran yang dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dan
masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat:

1. Perolehan Pendapatan Daerah khususnya dari PBB secara nominal
memang sangat kurang, dengan demikian diadakan upaya peningkatan
yang didukung dengan program sosialisas penerimaan PBB dan
peningkatan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan PBB dapat
dioptimalkan dan ditunjang dengan kebijakan yang bersifat itensifikas
maupun Yyang bersifat ektensifikass sehingga dapat memberikan
peningkatan PBB terhadap perolehan Pendapatan Adli Daerah Kabupaten
Langkat.

Adapun kebijakan penerimaan PBB dapat berupa memperluas
basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan
pengawasan, meningkatkan efesienss administrasi dan menekan biaya
pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan
yang lebih baik. Adapun usaha ektensifikasi penerimaan PBB ini dapat
dilakukan melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan
perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.

2. PBB sebaga salah satu sumber penerimaan tidak mengalami peningkatan,
penerimaan daerahpun tidak akan mengalami peningkatan. Untuk itu
dilakukan suatu usaha peningkatan pendapatan. Adapun langkah-langkah

Pemerintah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan pendapatan dari



79

sumber pendapatan yang ada pada saat ini, antara lain dapat dilakukan
dengan:
a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik melalui
pel atihan maupun pendidikan.
b. Peningkatan pengawasan terhadap petugas maupun wajib pajak dan
wajib retribusi.
c. Diadakan rapat evaluas penerimaan PAD, PBB, BPHTB dan PPh
secararutin setiap bulan.
. Sekalipun kontribusi penerimaan PBB sebesar 10,38% terhadap
pendapatan daerah, tidak berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat
harus terpaku dalam ketergantungan kepada penerimaan PBB, melainkan
secara bertahap dan kontiyu harus terus-menerus meningkatkan
kemampuannya dalam menghimpun Pendapatan Daerahnya. Salah satu
aspek yang akan menunjang keberhasilan pembangunan daerah melalui
peningkatan penerimaan pendapatan adalah meningkatkan kinerja dan
produktifitas dinas pendapatan yang antara lain unsur penunjangnya
adalah Sumber Daya Manusia. Masyarakat luas diharapkan lebih mampu
memberikan kontribusi pemikiran dan partisipasi langsung (taat sebagai
wajib pajak daerah) bagi upaya yang dilakukan Dinas Pendaptan Daerah
Kabupaten Langkat dalam rangka optimalisasi Pendapatan Adli Daerah di

Kabupaten Langkat.
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